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Jalan Ais Nasution No. 02 Palangka Raya 73111
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Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Palangka Raya, 19 Juni 2024
: T1/PM/K.KH/06/2024

: BIASA

: Imbauan

Kepada Yth.
Gubernur Kalimantan Tengah

di—

Palangka Raya

1. Dasar
1.

Hukum:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan
Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
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Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan
dan Tata Kerja Badan ad hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil
Walikota; dan

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

2. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan
menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga terlaksananya
pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang,
khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur
Sipil Negara (ASN), maka dengan ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah

menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memastikan agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan
menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan,
berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya
pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati
atau Calon Walikota dan Wakil Walikota;

2. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah menghindari Konflik Kepentingan yang berkaitan dengan

Pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kalimantan Tengah; dan
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3. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran di instansinya masing-
masing terkait dengan Netralitas ASN dalam proses penyelenggaraan tahapan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota
dan Wakil Walikota

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Provinsi
Kalimantan Tengah

SATRIADI

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu RI;

2. Koor. Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu RI;
3. Arsip,
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